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This study aims to analyze household income characteristics and expenditure 

patterns as a basis for smart economy planning in the implementation of a 
smart city in Gorontalo City. A quantitative descriptive approach with an 

administrative spatial analysis was employed using questionnaire data from 

150 households across nine districts: Kota Timur, Kota Utara, Kota Selatan, 

Kota Barat, Kota Tengah, Dumbo Raya, Dungingi, Sipatana, and 
Hulonthalangi. The analyzed variables included monthly household income 

and expenditures on food and beverages, transportation, electricity, water, 

gas, telephone and internet credit, and hygiene. The findings reveal that 72% 

of respondents earned less than IDR 3,000,000 per month, indicating limited 
household economic capacity. Food and beverages accounted for the largest 

average monthly expenditure (IDR 813,333; 48.61%), followed by 

transportation (IDR 301,667; 18.03%) and electricity (IDR 196,167; 11.72%). 

Spatial analysis showed that East City, South City, Central City, North City, 
and Hulonthalangi districts had a higher concentration of low-income 

households, whereas Sipatana and Dungingi exhibited relatively stronger 

household economic conditions. These findings suggest that smart city 

planning in Gorontalo City should extend beyond technological development 
by emphasizing economic empowerment, affordability of digital services, 

mobility efficiency, and equitable access across districts. Therefore, smart 

economy planning should be grounded in an understanding of household 

economic conditions to ensure that smart city policies are inclusive and 
responsive to the needs of the community, particularly low-income households. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik pendapatan dan pola 
pengeluaran rumah tangga sebagai dasar perencanaan smart economy dalam 

implementasi smart city di Kota Gorontalo. Penelitian menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis spasial berbasis wilayah 
administrasi terhadap data kuesioner dari 150 rumah tangga yang tersebar di 

sembilan kecamatan, yaitu Kota Timur, Kota Utara, Kota Selatan, Kota Barat, 

Kota Tengah, Dumbo Raya, Dungingi, Sipatana, dan Hulonthalangi. Variabel 

yang dianalisis meliputi pendapatan rumah tangga per bulan serta pengeluaran 

untuk kebutuhan makanan dan minuman, transportasi, listrik, air, gas, pulsa 

telepon dan internet, serta kebersihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

sebanyak 72% responden memiliki pendapatan di bawah Rp3.000.000 per 

bulan, yang mengindikasikan masih terbatasnya kapasitas ekonomi rumah 
tangga. Pengeluaran terbesar dialokasikan untuk makanan dan minuman 
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sebesar Rp813.333 per bulan (48,61%), diikuti transportasi sebesar Rp301.667 
(18,03%) dan listrik sebesar Rp196.167 (11,72%). Analisis spasial 

menunjukkan bahwa Kecamatan Kota Timur, Kota Selatan, Kota Tengah, 

Kota Utara, dan Hulonthalangi memiliki konsentrasi rumah tangga 

berpendapatan rendah yang lebih tinggi, sedangkan Kecamatan Sipatana dan 
Dungingi memiliki kondisi ekonomi rumah tangga yang relatif lebih baik. 

Temuan ini menunjukkan bahwa perencanaan smart city di Kota Gorontalo 

perlu diarahkan tidak hanya pada pengembangan teknologi, tetapi juga pada 

penguatan kapasitas ekonomi masyarakat, keterjangkauan layanan digital, 
efisiensi mobilitas, dan pemerataan akses antarwilayah. Oleh karena itu, 

perencanaan smart economy perlu didasarkan pada kondisi ekonomi rumah 

tangga agar kebijakan smart city lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah. 
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1. PENDAHULUAN 

Konsep smart city semakin banyak digunakan dalam perencanaan kota modern karena dianggap 

mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kualitas hidup 

masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengembangan smart city juga diarahkan melalui program Gerakan 

Menuju 100 Smart City yang bertujuan membimbing pemerintah daerah dalam menyusun masterplan smart 

city agar pemanfaatan teknologi dapat mendukung pelayanan masyarakat dan pengembangan potensi daerah 

(Herdiyanti et al., 2019; Wunarlan, 2026). Konsep ini berkembang menjadi sudut pandang baru dalam 

pembangunan perkotaan yang mengkombinasikan penggunaan teknologi, tata kelola dan kualitas hidup 

masyarakat (Gunawan, 2022). Dalam bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, smart city tidak hanya dipahami 

sebagai penggunaan teknologi digital, tetapi juga sebagai strategi tata kelola kota berbasis data, integrasi ruang, 

dan pelayanan publik yang responsif. Konsep ini menempatkan smart city sebagai pendekatan 

multidimensional yang mencakup teknologi, tata kelola, kebijakan, masyarakat, infrastruktur, dan lingkungan 

perkotaan, serta menekankan pentingnya data dan analisis spasial dalam mendukung pengambilan keputusan 

kota (Angelidou, 2014; Setiyanto et al., 2026). 

Namun, implementasi smart city tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknologi informasi, 

aplikasi digital, jaringan internet, atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Smart city merupakan konsep 

pembangunan kota yang bersifat multidimensional dan mencakup aspek smart economy, smart governance, 

smart mobility, smart environment, smart people, dan smart living (Purwita et al., 2025). Model enam dimensi 

yang diperkenalkan oleh Giffinger banyak digunakan dalam literatur dan praktik perencanaan kota karena 

menekankan integrasi antara teknologi, masyarakat, ekonomi, tata kelola, mobilitas, dan lingkungan dalam 

mewujudkan kota yang berkelanjutan dan berdaya saing (Attaran et al., 2022; Nastjuk et al., 2022).  

Smart economy berkaitan dengan perekonomian yang terbuka, transparan, dan beragam, yang 

memberikan nilai tambah bagi smart city. Smart economy menjamin keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi 

suatu kota, sekaligus mendukung keberlanjutan mata pencaharian warganya (Indrawati et al., 2018). Dalam 

kerangka tersebut, smart economy memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan kapasitas 

ekonomi masyarakat, daya beli rumah tangga, efisiensi transaksi, akses terhadap layanan ekonomi digital, serta 

kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi kota. ISO 37122:2019 juga 

menempatkan smart city sebagai upaya untuk mengukur kemajuan kota melalui indikator yang berkaitan 

dengan peningkatan layanan kota dan kualitas hidup masyarakat (Kristiningrum & Kusumo, 2021). Dalam 

konteks rumah tangga, smart economy dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan 

ekonomi, menggunakan teknologi digital, melakukan transaksi elektronik, serta mengalokasikan pendapatan 

secara efisien (Bahari et al., 2021). 

Dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa smart economy merupakan dimensi paling utama dalam 

mendukung implementasi konsep smart city di suatu wilayah, yang dimana dimensi ini diposisikan sebagai 

aspek penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perkotaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

(Ningrum et al., 2026; Wahyudi et al., 2022). Lebih lanjut hasil penelitian lain menunjukkan bahwa dimensi 

smart economy menjadi alat evaluasi penerapan smart city yang meliputi indikator inovasi, ekonomi digital, 
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daya saing wilayah, dan kualitas hidup masyarakat (da Silva Tomadon et al., 2024; Fadhil & Susanto, 2023; 

Indrawati et al., 2018).  

Kota Gorontalo sebagai pusat aktivitas pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan jasa di Provinsi 

Gorontalo memiliki peluang untuk mengembangkan konsep smart city. Akan tetapi, keberhasilan implementasi 

tersebut perlu memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Wunarlan 

et al. (2024), Kota Gorontalo merupakan salah satu kota yang tengah mengembangkan konsep smart city dan 

telah mengalami pertumbuhan pesat selama satu dekade terakhir. Persepsi positif yang diberikan masyarakat 

juga menunjukkan adanya kesiapan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai tahapan implementasi 

smart city, mulai dari proses perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi program. Oleh karena itu, rumah 

tangga sebagai unit dasar kehidupan perkotaan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan 

kebijakan kota cerdas. Apabila sebagian besar rumah tangga memiliki pendapatan yang terbatas dan 

pengeluaran yang didominasi oleh pemenuhan kebutuhan dasar, maka kebijakan smart city perlu dirancang 

dengan lebih memperhatikan aspek keterjangkauan, inklusi digital, dan keadilan spasial. 

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian mengenai smart city di Indonesia masih berfokus pada 

adopsi teknologi, tata kelola digital, dan pembangunan infrastruktur. Penelitian yang menghubungkan kondisi 

ekonomi rumah tangga dan karakteristik spasial dengan perencanaan smart economy masih relatif terbatas, 

terutama pada kota-kota menengah seperti Kota Gorontalo. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya 

kebutuhan akan kajian yang mengintegrasikan informasi mengenai pendapatan rumah tangga, pola 

pengeluaran, serta perbedaan karakteristik antarwilayah sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan smart 

economy yang lebih kontekstual. 

Oleh karena itu, data atau informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dapat 

menjadi dasar awal untuk memahami kesiapan ekonomi masyarakat dalam mendukung implementasi smart 

city. Pendapatan mencerminkan kapasitas ekonomi rumah tangga, sedangkan pengeluaran menggambarkan 

prioritas konsumsi serta beban kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dalam perspektif Perencanaan Wilayah 

dan Kota, informasi tersebut penting untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik antarwilayah, khususnya 

antar kecamatan, sehingga kebijakan smart city tidak diterapkan secara seragam, melainkan disusun 

berdasarkan kebutuhan dan karakteristik spasial masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan dan pola pengeluaran rumah tangga di Kota Gorontalo serta 

mengkaji implikasinya terhadap perencanaan smart economy dalam implementasi smart city. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan perspektif Perencanaan Wilayah 

dan Kota. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertumpu pada data numerik yang dapat 

diukur dan dianalisis secara sistematis, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan 

kondisi, karakteristik, dan kecenderungan fenomena yang diteliti (Creswell & Creswell, 2022). Dalam konteks 

Perencanaan Wilayah dan Kota, penggunaan metode kuantitatif relevan karena perencanaan kota 

membutuhkan data terukur untuk memahami kondisi sosial-ekonomi, pola ruang, layanan perkotaan, serta 

kebutuhan masyarakat (Ewing & Park, 2020). 

Lokasi penelitian mencakup Kota Gorontalo, terdapat 9 kecamatan serta 50 kelurahan dengan unit 

analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga. Penelitian ini menggunakan data primer melalui penyebaran 

kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan Stratified Propotionate Random Sampling yaitu teknik 

pengambilan sampel dengan membagi populasi ke dalam beberapa strata berdasarkan kecamatan, kemudian 

jumlah sampel pada setiap kecamatan ditentukan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk masing-

masing kecamatan terhadap total penduduk Kota Gorontalo (Cochran, 1977). Jumlah sampel dalam penelitian 

ini ditentukan dengan menggunakan Rumus Slovin yang memperoleh jumlah sampel minimum sebanyak 106 

responden untuk wilayah penelitian yang mencakup 9 kecamatan. Oleh karena itu untuk bisa memperluas 

keterwakilan masyarakat jumlah sampel ditambah menjadi 150 responden yang tersebar pada 9 kecamatan dan 

50 kelurahan di Kota Gorontalo.  

Data yang terkumpulkan dari kuesioner ditabulasi dan diolah menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 

Analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat administratif berdasarkan kecamatan, 

bukan berbasis koordinat geografis rinci. Kemudian tahapan analisis dilakukan melalui beberapa tahap: 

1) Menghitung distribusi frekuensi dan persentase pendapatan rumah tangga.  

2) Menghitung rata-rata pengeluaran rumah tangga berdasarkan kelompok kebutuhan.  

3) Menghitung komposisi pengeluaran terhadap total rata-rata pengeluaran.  

4) Membandingkan karakteristik pendapatan antar kecamatan.  

5) Menafsirkan implikasi hasil terhadap perencanaan smart economy dan smart city di Kota Gorontalo. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1  Distribusi Pendapatan Rumah Tangga 



 

Page | 505  

 

Hasil tabulasi menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kategori pendapatan rendah 

sampai menengah bawah. Sebagaimana pada tabel di bawah. 

Tabel 1. Pendapatan Rumah Tangga 

Kategori Pendapatan per Bulan Frekuensi Persentase 

< Rp1.750.000 60 40% 

Rp1.750.000 – Rp3.000.000 48 32% 

Rp3.000.000 – Rp5.000.000 24 16% 

Rp5.000.000 – Rp10.000.000 14 9% 

> Rp. 10.000.000 4 3% 

Total 150 100% 

  Sumber: Hasil Olah Data MS. Excel, 2026 

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 72% responden memiliki pendapatan di bawah 

Rp3.000.000 per bulan. Kondisi ini penting dalam perencanaan smart city karena menunjukkan bahwa 

sebagian besar rumah tangga memiliki kapasitas ekonomi yang relatif terbatas. Dalam konteks smart economy, 

rumah tangga berpendapatan rendah kemungkinan akan lebih memprioritaskan pengeluaran kebutuhan dasar 

dibandingkan pengeluaran untuk layanan digital, perangkat teknologi, pendidikan digital, atau transaksi 

ekonomi berbasis aplikasi. Dengan demikian, implementasi smart city di Kota Gorontalo perlu dirancang 

dengan prinsip keterjangkauan. Hal ini mengindikasikan layanan digital kota tidak cukup hanya tersedia, tetapi 

juga harus murah, mudah digunakan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah.  

3.2  Sebaran Spasial Pendapatan Rumah Tangga 

Distribusi pendapatan berdasarkan kecamatan menunjukkan adanya variasi kondisi ekonomi rumah 

tangga antarwilayah. 

Tabel 2. Pendapatan Rumah Tangga per Kecamatan 

Kecamatan Jumlah 

Responden 

Persentase Pendapatan < 

Rp3 Juta 

Deskripsi 

Kota Timur 17 82,35% Dominan rendah 

Kota Tengah 18 77,78% 
Dominan rendah-menengah 

bawah 

Dumbo Raya 16 75,00% Dominan menengah bawah 

Hulonthalangi 15 73,33% Dominan rendah 

Kota Selatan 15 73,33% Campuran, tetapi rendah dominan 

Kota Utara 18 72,22% 
Dominan rendah-menengah 

bawah 

Kota Barat 21 71,43% Menengah bawah 

Dungingi 15 66,67% Relatif lebih baik 

Sipatana 15 53,33% Relatif paling baik 

       Sumber: Hasil Olah Data MS. Excel, 2026 

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Kota Timur memiliki proporsi rumah tangga berpendapatan 

di bawah Rp 3 juta paling tinggi, yaitu 82,35%. Sementara itu, Kecamatan Sipatana memiliki proporsi rumah 

tangga berpendapatan di bawah Rp3 juta paling rendah, yaitu 53,33%, sehingga secara relatif menunjukkan 

kapasitas ekonomi rumah tangga yang lebih baik dibandingkan kecamatan lainnya. 

Kemudian Kecamatan Kota Selatan menarik untuk dicermati karena memiliki proporsi rumah tangga 

dengan pendapatan sangat rendah sebesar 60%, tetapi juga terdapat responden dengan pendapatan di atas Rp10 

juta. Pola ini mengindikasikan kemungkinan adanya ketimpangan internal atau dualisme sosial ekonomi dalam 

satu wilayah kecamatan. Untuk kepentingan perencanaan, kondisi seperti ini tidak cukup dianalisis pada tingkat 

kecamatan saja, tetapi perlu diturunkan hingga tingkat kelurahan atau lingkungan. 

3.3 Pola Pengeluaran Rumah Tangga 

Rata-rata pengeluaran rumah tangga berdasarkan kelompok kebutuhan menunjukkan bahwa 

pengeluaran terbesar terdapat pada makanan dan minuman. 

 

 

 

Tabel 3. Pola Pengeluaran Rumah Tangga 

Komponen Pengeluaran 
Rata-rata Pengeluaran per 

Bulan 

Persentase 

terhadap Total 

Pengeluaran 

Makanan dan minuman Rp. 813.333 48,61% 

Transportasi Rp. 301.667 18,03% 

Listrik Rp. 196.167 11,72% 
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Pulsa Rp. 131.000 7,83% 

Gas Rp. 76.667 4,58% 

Air Rp. 76.333 4,56% 

Kebersihan Rp. 40.333 2,41% 

Telepon Rp. 37.667 2,25% 

Total Rp. 1.673.167 100% 

     Sumber: Hasil Olah Data MS. Excel, 2026 

Temuan ini menunjukkan bahwa hampir separuh pengeluaran rumah tangga digunakan untuk 

makanan dan minuman. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur pengeluaran responden masih 

didominasi kebutuhan primer. Dalam perspektif ekonomi rumah tangga, semakin besar proporsi pengeluaran 

untuk makanan, semakin terbatas ruang fiskal rumah tangga untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, 

tabungan, investasi, teknologi, dan layanan digital. 

Pengeluaran transportasi menempati posisi kedua dengan rata-rata Rp301.667 per bulan atau 18,03%. 

Hal ini memiliki implikasi penting bagi perencanaan smart mobility. Jika biaya transportasi cukup besar, maka 

kebijakan kota cerdas perlu diarahkan pada efisiensi mobilitas, peningkatan akses transportasi publik, integrasi 

moda, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mengurangi biaya perjalanan masyarakat. 

Pengeluaran listrik sebesar Rp196.167 per bulan atau 11,72% juga menunjukkan pentingnya 

infrastruktur energi dalam rumah tangga. Dalam implementasi smart city, listrik menjadi prasyarat utama bagi 

penggunaan perangkat digital, konektivitas, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Rumah tangga dengan 

beban listrik tinggi tetapi pendapatan rendah berpotensi mengalami keterbatasan dalam mengakses perangkat 

digital secara optimal. 

Sementara itu, pengeluaran pulsa dan telepon secara total mencapai Rp168.667 per bulan atau sekitar 

10,08% dari total pengeluaran. Angka ini menunjukkan bahwa komunikasi digital telah menjadi bagian dari 

kebutuhan rumah tangga. Namun, besarnya pengeluaran komunikasi juga dapat menjadi beban bagi rumah 

tangga berpendapatan rendah. Oleh karena itu, program smart city perlu mempertimbangkan keterjangkauan 

akses internet dan komunikasi digital. 

3.4 Distribusi dan Sebaran Spasial Pendapatan Rumah Tangga 

Berdasarkan distribusi pendapatan rumah tangga menunjukkan bahwa 72% responden memiliki 

pendapatan di bawah Rp3.000.000 per bulan. Kondisi ini penting dalam perencanaan smart city karena 

menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga memiliki kapasitas ekonomi yang relatif terbatas. Hal ini 

mengindikasikan layanan digital kota tidak cukup hanya tersedia, tetapi juga harus murah, mudah digunakan, 

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah.  

Sebagaimana studi oleh Hermawan et al. (2024) menunjukkan bahwa akses internet dan inklusi 

keuangan berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga miskin, tetapi pemanfaatan internet untuk aktivitas 

ekonomi digital masih terbatas pada kelompok berpendapatan rendah tertentu. Hal ini sejalan dengan kajian 

smart city kontemporer menegaskan bahwa kelompok berpendapatan rendah rentan tertinggal dalam 

digitalisasi kota karena keterbatasan akses, biaya perangkat, biaya internet, dan rendahnya literasi digital 

(Kolotouchkina et al., 2024). 

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa rumah tangga berpendapatan rendah kemungkinan lebih 

memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan dasar dibandingkan pengeluaran untuk perangkat teknologi, 

layanan internet, pendidikan digital, atau transaksi ekonomi berbasis aplikasi. Dalam perspektif smart 

economy, kondisi tersebut dapat menjadi hambatan awal bagi integrasi masyarakat ke dalam sistem ekonomi 

digital kota. Oleh karena itu, implementasi smart city di Kota Gorontalo perlu dirancang dengan prinsip 

keterjangkauan, inklusivitas, dan keberpihakan pada kelompok berpendapatan rendah. Hal ini sejalan dengan 

kajian oleh Djatmiko et al. (2025) mempertegas bahwa keberhasilan transformasi digital layanan publik 

membutuhkan perhatian pada aksesibilitas, keterjangkauan, literasi digital, dan partisipasi kelompok rentan.  

Kemudian berdasarkan sebaran spasial pendapatan rumah tangga mengindikasikan bahwa rumah 

tangga dengan pendapatan rendah cenderung lebih memusatkan pengeluaran pada kebutuhan dasar, terutama 

pangan dan kebutuhan pokok lainnya. Hal ini sejalan dengan temuan Baladina et al. (2024) yang menunjukkan 

bahwa rumah tangga berpendapatan rendah memiliki proporsi pengeluaran makanan lebih tinggi dibandingkan 

kelompok pendapatan lainnya. 

Secara spasial, temuan ini menunjukkan bahwa implementasi smart city di Kota Gorontalo perlu 

menggunakan pendekatan berbasis wilayah. Kecamatan dengan dominasi pendapatan rendah perlu menjadi 

prioritas dalam program inklusi digital, literasi ekonomi, bantuan akses internet, pelatihan UMKM digital, serta 

penyediaan layanan publik digital yang tidak membebani biaya masyarakat. Hasil ini dipertegas oleh kajian 

Kolotouchkina et al. (2024) yang menekankan pentingnya memahami siapa yang terinklusi dan tereksklusi 

dalam tata kelola smart city, serta bagaimana smart city dapat menghasilkan manfaat publik yang setara bagi 

seluruh masyarakat. 

3.5 Pola Pengeluaran Rumah Tangga 
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Berdasarkan hasil di atas menunjukkan bahwa hampir separuh pengeluaran rumah tangga digunakan 

untuk makanan dan minuman. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa struktur pengeluaran responden masih 

didominasi kebutuhan primer. Dalam konteks smart economy, dominasi pengeluaran rumah tangga untuk 

makanan dan minuman dapat mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan masih digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini berpotensi membatasi kemampuan rumah tangga untuk 

mengalokasikan pengeluaran pada kebutuhan non-makanan yang bersifat produktif, seperti pendidikan, 

tabungan, investasi, perangkat teknologi, akses internet, dan layanan digital. Padahal, partisipasi dalam 

ekonomi digital dan pemanfaatan layanan berbasis teknologi merupakan elemen penting dalam pengembangan 

smart economy (Li et al., 2025; Zhou & Tan, 2024). Oleh karena itu, apabila proporsi pengeluaran makanan 

masih tinggi, maka implementasi smart city perlu memperhatikan keterjangkauan layanan digital agar tidak 

menambah beban pengeluaran masyarakat.  

3.6 Implikasi terhadap Perencanaan Smart City di Kota Gorontalo 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan smart city di Kota Gorontalo perlu dimulai dari 

pemahaman terhadap kemampuan ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan pendapatan rendah 

membutuhkan layanan kota yang sederhana, murah, mudah diakses, dan langsung menjawab kebutuhan dasar. 

Hasil ini sejalan dengan perspektif ekonomi rumah tangga yang menempatkan pendapatan sebagai faktor 

penting dalam menentukan kemampuan masyarakat mengakses layanan kota (Baladina et al., 2024). Oleh 

karena itu, perencanaan smart city di Kota Gorontalo perlu diarahkan pada model layanan yang inklusif dan 

berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah (Kolotouchkina et al., 

2024).  

Program smart city yang terlalu teknokratis dapat gagal jika tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. 

Oleh karena itu, pengembangan aplikasi, platform layanan publik, sistem pembayaran digital, atau layanan 

ekonomi digital harus memperhatikan kemampuan masyarakat dalam membeli kuota internet, memiliki 

perangkat digital, dan memahami penggunaan teknologi. Sebagaimana dalam penelitian (Wunarlan et al., 

2024) bahwa pemerintah daerah yang memahami persepsi masyarakat mengenai smart city mampu menyusun 

kebijakan yang lebih responsif serta sesuai dengan kebutuhan warga. Hal ini juga sejalan dengan penelitian 

Darmawan (2022) partisipasi masyarakat merupakan fondasi penting dalam kebijakan smart city. Pemerintah 

perlu memahami kebutuhan, aspirasi, dan karakteristik masyarakat agar kebijakan yang dirancang mampu 

menghasilkan partisipasi yang substantif dan berdampak pada keberlanjutan konsep smart city.  

Kemudian perbedaan karakteristik pendapatan antar kecamatan menunjukkan perlunya pendekatan 

spasial dalam perencanaan smart city. Kecamatan yang memiliki dominasi pendapatan rendah seperti Kota 

Timur, Kota Tengah, Hulonthalangi, Kota Selatan, dan Kota Utara perlu mendapatkan prioritas dalam program 

inklusi digital dan penguatan ekonomi lokal. Sebaliknya, kecamatan dengan kapasitas ekonomi relatif lebih 

baik seperti Sipatana dan Dungingi dapat dijadikan wilayah awal untuk pengembangan program percontohan 

smart economy, seperti digitalisasi UMKM, transaksi non-tunai, dan layanan ekonomi berbasis aplikasi. 

Hasil ini sejalan dengan kajian Daimah (2025) implementasi smart city di Indonesia sering kali 

menghadapi kesenjangan sosial-ekonomi dan digital antar wilayah, yang sehingganya pentingnya kebijakan 

yang mempertimbangkan karakteristik lokal dan distribusi spasial masyarakat agar pembangunan smart city 

lebih inklusif. Lebih lanjut hal ini dipertegas oleh kajian Du et al. (2021) menjelaskan bahwa ketimpangan 

spasial (spatial inequalities) merupakan tantangan utama dalam pengembangan smart city. Oleh karena itu, 

perencanaan smart city perlu mempertimbangkan variasi kondisi antar wilayah untuk memastikan distribusi 

layanan dan infrastruktur yang lebih merata. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI 

4.1   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis, kondisi pendapatan dan pola pengeluaran rumah tangga di Kota Gorontalo 

memiliki implikasi penting terhadap perencanaan smart economy dalam implementasi smart city. Mayoritas 

responden, yaitu sebesar 72%, memiliki pendapatan di bawah Rp3.000.000 per bulan, yang menunjukkan 

bahwa kapasitas ekonomi rumah tangga masih berada pada kategori rendah-menengah bawah. Selain itu, pola 

pengeluaran rumah tangga masih didominasi oleh kebutuhan dasar, terutama makanan dan minuman sebesar 

48,61%, transportasi sebesar 18,03%, dan listrik sebesar 11,72%. Struktur pengeluaran tersebut 

mengindikasikan bahwa ruang ekonomi rumah tangga untuk tabungan, investasi digital, penggunaan layanan 

teknologi, dan kegiatan produktif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, implementasi smart city di Kota 

Gorontalo perlu memperhatikan aspek keterjangkauan, efisiensi biaya, dan kesesuaian layanan dengan 

kebutuhan dasar masyarakat. Secara spasial, hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan kondisi 

ekonomi rumah tangga antar kecamatan. Kecamatan Kota Timur, Kota Tengah, Kota Selatan, Kota Utara, dan 

Hulonthalangi menunjukkan dominasi rumah tangga berpendapatan rendah, sedangkan Sipatana dan Dungingi 

relatif memiliki kondisi ekonomi rumah tangga yang lebih baik. Perbedaan ini menegaskan bahwa kebijakan 
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smart city di Kota Gorontalo tidak dapat diterapkan secara seragam, tetapi perlu dirancang berbasis wilayah 

sesuai karakteristik sosial ekonomi masyarakat. 

4.2 Saran/Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data 

primer yang lebih rinci pada tingkat rumah tangga agar analisis dapat dikembangkan ke arah statistik 

inferensial, seperti uji hubungan, regresi, atau analisis pengaruh antar variabel. Selain itu, variabel yang 

berkaitan langsung dengan smart economy perlu ditambahkan, seperti akses internet, kepemilikan perangkat 

digital, penggunaan pembayaran digital, e-commerce, layanan keuangan digital, literasi digital, dan partisipasi 

masyarakat dalam layanan publik berbasis aplikasi. Dari sisi spasial, penelitian berikutnya juga perlu 

melengkapi data dengan titik koordinat atau informasi lokasi responden pada tingkat kelurahan maupun 

lingkungan, sehingga dapat dilakukan pemetaan sebaran rumah tangga dan identifikasi wilayah prioritas secara 

lebih akurat. 
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